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PUTUSAN
Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Bji

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer,
tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara,
Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal
05 November 2024 Pemohon telah memberikan
kuasa kepada MHD. ILHAM FATHANAH, S.H
advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili
pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan
Jendral Gatot  Subroto, Kelurahan  Bandar
Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai.
sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota

Binjai, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal
05 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan,

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/22/V1/2019 tertanggal 21

Juni 2019;

2, Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Jati

Makmur, Kecamatan Binjai Utara selama kurang lebih sekitar 7 bulan,

kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kontrakan di

Kota Medan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da duhkul)

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, jenis
kelamin perempuan, umur 5 tahun;

4, Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun

dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2020 antara Pemohon dan

Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
51 Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga
Termohon selalu ingin menang sendiri;

5.2 Termohon terlalu bergantung kepada orang tua
Termohon, sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah
tangga Pemohon dengan Termohon;

5.3 Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai
seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Termohon tidak
pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasihat
dari Pemohon;

4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon

lebih sering diam dan bersikap seolah-olah tidak bersalah;

5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 terjadi puncak perselisihan

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal yang
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sama yaitu orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga

Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon

sudah tidak satu rumah lagi di sebagaimana alamat Pemohon dengan

Termohon tersebut diatas;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi

tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan

kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon
merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun
lagi dan Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim
yang menyidangkan gugatan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta
memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili
dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebaga berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;

2, Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan

talak satu raji kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang

Pengadilan Agama Binjai;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut

ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di
persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain
untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Pemohon melalui Kuasanya menyatakan
ingin

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon
sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan permohonan dilakukan
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atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat
dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan
mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya
atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan
sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di
lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus
ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.l., M.H. dan Berliana
Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ananda
Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon
tanpa kehadiran Termohon;
Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.l., M.H. Mhd. Taufik, S.H.l., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,-
- Biaya Proses 'Rp 75.000,-
- Panggilan ‘Rp 38.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 10.000,-
- PNBP Cabut :Rp 10.000.,-
Jumlah :Rp 193.000,-

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
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